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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang 

dan tidak boleh dilanggar, untuk berperilaku adil memang tidak mudah, namun, 

harus dijalankan sesuai aturan sehingga masyarakat dapat berdampingan, saling 

menghormati tanpa melanggar hak-hak orang lain. Dalam penegakan hukum, 

keadilan harus diperhatikan, melalui penegakan hukum ini, hukum itu menjadi 

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yakni: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit)1. Keadilan merupakan kelebihan 

kebaikan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada 

sistem pemikiran termasuk dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang 

lainnya, sesuai hak dan kewajibannya.2  

Peneliti dalam disertasi ini bermaksud untuk mengkaji Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)3 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak 

Tanggungan) khususnya pada Pasal 6 dari sisi aspek keadilan. Pasal 6 Undang-

                                                             
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ( Liberty, Yogyakarta: 1999), Hal. 

145. 
2 John Rawls, A Theory of Jostice, (revised edn, Oxford: OUP, 1999), Hal. 3. 
3 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.  
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Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan: 

Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak, untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan atas kekuasaannya sendiri, dengan pelelangan umum dan mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu, apabila debitor cidera janji.4 

Penjaminan melalui Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir 

(perjanjian ikutan) yang akan muncul setelah terjadi perjanjian pokok yaitu 

perjanjian utang piutang. Setiap transaksi utang piutang disertai penjaminan Hak 

Tanggungan pada umumnya melibatkan pihak bank. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31)5, sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)6, Pasal 1 angka 2, 

yang menyebutkan: bahwa bank adalah suatu badan, yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank selaku kreditor dapat melaksanakan 

penyaluran perkreditan secara sehat, aman dan terjamin, maka harus memenuhi 

keseluruhan prinsip dan prosedur penilaian kredit, yang berpedoman pada faktor-

                                                             
4Lihat Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Fidusia & Hak Tanggungan, (Indonesia Legal Centre 

Publishing, Jakarta: 2006), Hal. 49. 
5Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. 
6Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Mandar Maju, Bandung: 2012), Hal. 310. 
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faktor seperti7: Character, Capacity to create Sources of Funding, Capital, 

Collateral, Condition of Economy and Sector of Business and Competence to 

Borrow8. Kriteria bank memberikan untuk kepastian baginya, agar kredit itu dapat 

dikembalikan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Dewasa ini, dalam dunia 

perkreditan perbankan, jaminan atas tanah dan atau bangunan adalah, salah satu 

jaminan yang dianggap mampu memberikan rasa aman oleh kreditor dalam 

melaksanakan perjanjian kredit, yang telah dibuat dengan debitor, rasa aman itu 

sangat erat terkait dengan aspek likuiditas dari jaminan tanah dan bangunan sesuai 

dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan menurut The Oxford 

American Dictionary of Current English diartikan sebagai Encumbrance, is a 

mortgage or other change or property, artinya menjaminkan dengan hipotek atau 

menggadaikan surat harta benda,9 sedangkan menurut Black’s Law Dictionary 

adalah, “any right to or interest in, land which subsist in another to diminution of 

its value but consistent with the passing of the fee by conveyancer; of its value”, 

artinya pada intinya adalah, adanya hak atau kepentingan terhadap tanah yang tetap 

eksis pada yang lain adanya pengurangan atau penyusutan atas nilainya tetap 

konsisten dengan biaya pengalihan.10  

                                                             
7 Sutijo Siswanto, Analisa  Kredit Bank Umum : Konsep dan Teknik, (Pustaka Binaman Presindo, 

Jakarta: 2015), Hal. 44. 
8 Condition ini selengkapnya disebut dengan Condition of Economy and Sector of Business and 

Competence to Borrow. 
9 Frank R. Abate, The Oxford American Dictionary of Current English, Oxford University Press 

(New York: 1999), Hal. 256.  
10Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Abridged Sevent Edition, (West Group, 

ST.PAUL, MINN: 2000), Hal. 526. 
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Perjanjian kredit perbankan antara kreditor dan debitor, pada hakikatnya, harus 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan (konsensualitas), karena tanpa kesepakatan, 

maka hubungan hukum perjanjian kredit tidak pernah ada. 

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan: bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah 

perlu dipenuhi empat syarat; 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Kesepakatan yang disepakati, terutama, karena pihak bank selaku kreditor 

menyetujui untuk memberikan pinjaman (fasilitas kredit) kepada debitor dan setuju 

untuk menerima jaminan (collateral) dari debitor, dan debitor menyetujui untuk 

menerima sejumlah pinjaman (fasilitas kredit), yang diperlukannya dari kreditor 

serta setuju untuk memberikan jaminan kredit dengan ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat, yang telah ditentukan oleh kreditor, yang akan dibebankan pada suatu 

nilai penjaminan dengan diadakannya perikatan jaminan, yang dibuat terpisah dari 

perjanjian kredit. 

Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan: bahwa debitor wajib memberi ganti 

rugi atas biaya dan bunga kepada kreditor, bila kreditor menjadikan dirinya, tidak 

mampu menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan baik untuk 

menyelamatkannya. 

Dalam keadaan ini, kreditor memandang perlu untuk mengambil tindakan 

guna menyelamatkan kredit terhadap sejumlah dana yang telah dikucurkan kepada 
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debitor, dengan demikian, untuk memenuhi prestasi itu, kreditor harus terlebih 

dahulu memberi teguran kepada debitor (melakukan somasi/teguran), agar debitor 

dapat memenuhi kewajibannya bahkan mencoba untuk membantu debitor agar 

mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kreditor yang lazimnya 

memberikan kesempatan kepada debitor, untuk melakukan restrukturisasi kredit, 

baik dalam jangka waktu tertentu dan jenis fasilitas kreditnya, berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia, Nomor 23/12/BPPP, Tanggal 28 Pebruari 1991, Tentang 

Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas 

Aktiva, yang diklasifikasi dan upaya penyelamatan kredit, yang dapat dilakukan 

oleh bank. Dalam upaya itu, ada yang berhasil ada juga yang tidak berhasil, baik 

yang disebabkan oleh ketidaksengajaan ataupun karena kesengajaan (evil intention) 

debitor, seperti : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 

93/Pdt.G/2014/PN.Cbi Tanggal 26 Februari 2015 dalam perkara Surat Perjanjian 

Pinjaman Kredit Nomor: 0000132/PPPK/02136/0300/0511, adalah contoh yang 

gagal sehingga berujung melakukan gugatan ke pengadilan. Jika terjadi kegagalan 

dalam upaya penyelamatan, yang telah ditempuh oleh kreditor, maka langkah 

terakhir yang akan dilakukan oleh kreditor adalah, melakukan eksekusi terhadap 

jaminan tanah dan atau bangunan, yang sejak awal telah diikat dengan Hak 

Tanggungan. 

Pelaksanaan eksekusi jaminan atas Hak Tanggungan, yang diatur dalam 

UUHT, dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, dengan demikian, para pihak 

dapat memilih cara eksekusi, yang sesuai dengan keinginannya. 
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Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT disebutkan: bahwa 

eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui tiga cara : 

1. Parate Eksekusi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT yang 

menyebutkan bahwa: Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak 

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; 

2. Titel Eksekutorial, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) UUHT, 

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum, menurut tata cara 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, untuk pelunasan 

piutang pemegang Hak Tanggungan, dengan hak mendahului dari kreditor-

kreditor lainnya, hal itu dilakukan sehubungan dengan Sertifikat Hak 

Tanggungan, yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermakna 

bahwa Sertifikat Hak Tanggungan, yang mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde). 

3. Penjualan sukarela di bawah tangan, sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) UUHT, dilakukan berdasarkan kesepakatan, antara 

pemberi dan penerima (pemegang) Hak Tanggungan sehingga 

dimungkinkan untuk mendapatkan harga penjualan tertinggi, yang 

dilakukan setelah lewat satu  bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan atau penerima Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan, yang diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar, yang 

beredar di daerah yang bersangkutan, dan atau media massa setempat serta 

tidak terdapat pihak yang keberatan.11 

Dari ketiga mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan tersebut diatas, 

pihak kreditor memiliki kecenderungan untuk memilih dan menggunakan 

mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan berupa Parate Eksekusi, 

berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42) 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkitan 

Dengan Tanah. 

Sesuai dengan topik dalam Disertasi ini, Penulis menemukan contoh kasus 

yang berkaitan dengan penerapan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkitan Dengan Tanah, yaitu kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Cibinong Nomor: 93/Pdt.g/2014/Pn.Cbi Tanggal 26 Februari 2015 yang 

telah berkekuatan hukum tetap, dimana posisi kasus bahwa penggugat adalah 

pemilik yang sah atas surat tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2461/padasuka surat 

ukur Nomor 39/padasuka/2008 atas nama Iis Yuningsih seluas 223 M2 (dua ratus 

dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Cikerti RT.003/Rw 006 

Kelurahan Pada Suka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Menggugat Firman 

Hidayat (anak  kandung Penggugat) sebagai Tergugat I, dan Bank Danamon 

sebagai Tergugat II dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp 50.000.000 (lima 

                                                             
11Yudha Pandu, Op.cit. Hal. 57-58. 
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puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Tanah Milik Penggugat atas 

persetujuan Penggugat dihadapan notaris kemudian didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) dan terbit Sertipikat Hak 

Tanggungan Nomor 6808/2009 untuk perjanjian pinjaman kredit Peringkat Pertama 

dan setelah perjanjian tersebut ditanda tangani  buku sertipikat asli Sertipikat Hak 

Milik Nomor 2461/padasuka diserahkan kepada Tergugat II sebagai obyek 

jaminan, Peringkat I dan II lancar, namun pada Peringkat III Penggugat tidak 

pernah merasa menyetujui apalagi menandatangani perjanjian tersebut dengan 

obyek yang sama, singkatnya dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat 

untuk seluruhnya, penggugat tidak banding karena kendala biaya sehingga obyek 

jaminan Pihak ke III ibu kandung Tergugat I tetap dieksekusi tanpa hadirnya 

Tergugat I mulai awal persidangan sampai akhir persidangan, seharusnya hakim 

mempertimbangkan nasib Penggugat sebagai penjamin dimana Penggugat merasa 

tidak menandatangani Peringkat III, dan keabsahan tanda tangan adalah ranah 

pidana yang harus diuji oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.12 

Selain Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 93/Pdt.G/2014/PN.Cbi 

Tanggal 26 Februari 2015 tersebut, ditemukan juga kasus lain pada Putusan Nomor 

167/Pdt.G/2017/PN Bgr Tanggal, 4 Desember 2017. Kasus ini mengenai sebidang 

tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Galih 

Andhika, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Bogor 

Tengah, Kelurahan Tegallega, yang merupakan sebidang tanah sebagaimana 

diuraikan dalam Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomr 2173, dan 

                                                             
12 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Cbi, Tanggal 26-02-2015. 
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dijelaskan lebih lanjut Surat Ukur Nomor 12/Tegallega/2011 Tanggal 04-04-2011, 

terdaftar atas nama Tergugat. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan 

kredit kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Perjanjian Kredit maka Penggugat setuju memberikan fasiltas Term Loan kepada 

debitor dalam jumlah pokok Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta 

rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit 

Tertanggal 8 Juli 2011 Nomor 040/BGRJ-SPPK/07/11 yang telah disetujui dan 

ditangani oleh Penggugat, dengan tingkat suku bunga yang disepakati adalah 

12,99% per tahun efektif in arrear fixed selama satu tahun pertama dalam 

Perjanjian Kredit Nomor 49 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa, Pukul 

11.00 WIB, Tanggal 12-07-2011 untuk Fasilitas Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR MEGA). Bahwa sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian 

Kredit berikut perubahannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan perjanjian kredit, Tergugat diwajibkan membayar seluruh kewajibannya 

dimulai sejak tanggal 12 Juli 2011 dan harus dibayar lunas pada tanggal 12 Juli 

2021, namun Tergugat telah lalai untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut 

sehingga Penggugat perlu memberikan peringatan I kepada Tergugat I pada tanggal 

31 Januari 2013 dengan Nomor Surat : 010/BGRJ-SP/I/13, peringatan II pada 

tanggal  07 Februari 2013 dengan Nomor Surat: 011/BGRJ-SP/II/13, peringatan III 

pada tanggal  05 Maret 2013 dengan Nomor Surat: 018/BGRJ-SP/III/13, namun 

peringatan terkhir tersebut tidak diindahkan, sehingga untuk menghindari kerugian 
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yang lebih besar lagi akan dialami Penggugat maka Penggugat mengakhiri 

Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Penggugat dengan berujung di pengadilan.13 

Selain kedua Putusan Pengadilan tersebut, Penulis juga akan menguraikan 

cara penyelesaian di luar pengadilan tentang sengketa utang piutang disertai 

jaminan Hak Tanggungan, melalui Akta Perdamaian Nomor : 

13/Pdt.G/2017/PN.Kln, Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, dalam 

persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang memeriksa 

dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang 

menghadap; 

Ny. Hastuti Romadhonah, lahir di Klaten, tanggal 28 Nopember 1968, pekerjaan, 

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Margomulyo, disebut sebagai 

Penggugat; 

Dan 

1. Gunardi, lahir di Semarang, tanggal 15 April 1955, Pekerjaan: Pensiunan, 

bertempat tinggal di: Girimulyo Blok A/IX No.94 Rt.002/Rw.006, Kel. 

Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; 

2. Ny. Niken Prabawati, lahir di Klaten, tanggal 06 Juli 1963, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, beralamat di Girimulyo Blok A/IX No.94 Rt.002/Rw.006, Kel. 

Gergunung Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, disebut sebagai Para Tergugat; 

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di 

antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan 

perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dian Herminasari, S.H., Mediator 

                                                             
13 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Bgr Tanggal, 4 Desember 2017. 
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bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, Jl. Raya Klaten-

Solo Km. 2 Klaten, Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan untuk itu telah 

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis 

tertanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut: 

1. Bahwa Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Para Tergugat) sepakat mengikrarkan 

diri untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi perdamaian ini dengan iktikad 

baik dan penuh tanggung jawab, setelah ditandatanganinya 

kesepakatan/perdamaian ini oleh para pihak (Pihak I dan II). 

2. Bahwa pihak I (Pertama) bersedia untuk melakukan kesepakatan dengan pihak 

II (Kedua) yang antara lain sebagai berikut; 

2.1. Bahwa pihak II (Para Tergugat) mengakui mempunyai hutang kepada 

Pihak I (Penggugat) sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta 

rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 1 

Tanggal 01 Juli 2016 oleh Notaris/PPAT Ananto Kumoro, SH ; 

2.2. Bahwa Pihak II (Para Tergugat) mengakui bahwa atas hutangnya kepada 

Pihak I (Penggugat) tersebut, Pihak I telah menyerahkan Sertifikat 

Tanahnya berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yakni SHM 

No.2599/Gergunung, Luas + 336 m2 atas nama Gunardi, gambar situasi 

No.13406/1994 tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak II sebagai jaminan 

pelunasan hutangnya; 

2.3. Bahwa oleh karena pihak II telah lalai dan tidak bisa melunasi hutangnya 

pada Pihak I, maka untuk menyelesaikan Hutang-Piutang antara Pihak II 

(Para Tergugat) dengan Pihak I (Penggugat) tersebut (angka 2.1), Para 
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Pihak sepakat untuk menjual secara lelang umum atas tanah berikut 

bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut dalam SHM 

No.2599/Gergunung, + 336 m2 atas nama Gunardi, gambar situasi 

No.13406/1994 tanggal 25 Agustus 1994, yang terletak di Girimulyo, Kel. 

Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten; 

2.4. Bahwa Para Pihak sepakat, hasil penjualan lelang atas tanah berikut 

bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut pada angka 2.2 

diatas, digunakan untuk membayar pelunasan hutang Pihak II (Para 

Tergugat) pada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus 

enam puluh juta rupiah), kemudian kelebihan/sisanya dikembalikan 

/diserahkan pada Pihak II (Para Tergugat); 

2.5. Bahwa untuk segala biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan lelang 

hingga selesai ditanggung bersama-sama antara Pihak I dan Pihak II; 

2.6. Bahwa setelah diterimanya uang pelunasan sebesar Rp.360.000.000,-(tiga 

ratus enam puluh juta rupiah) oleh Pihak I dari hasil penjualan lelang 

tersebut, maka seluruh hutang Pihak II pada Pihak I dinyatakan Lunas, dan 

masing-masing pihak (Pihak I dan Pihak II) sepakat tidak akan mengajukan 

tuntutan hukum lagi dalam bentuk apapun. 

3. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-

masing pihak secara sadar dan dengan itikad baik tanpa paksaan dari pihak 

manapun dan mengikat serta berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara a quo. 

4. Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) memohon pada Yang Mulia 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili 
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perkara ini agar isi Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan dan dikuatkan 

dengan Putusan Hukum Pengadilan Negeri KLaten Perkara Perdata 

No.13/Pdt.G/2017/PN.Kln. 

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran, itikad baik 

dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, selanjutnya untuk ditaati dan 

dilaksanakan oleh Para Pihak (Pihak I dan II) ; 

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-

masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan 

Perdamaian tersebut.14 

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Akta Perdamaian 

tersebut, memiliki proses yang lebih sederhana dan lebih memihak kepada 

kepentingan kreditor, namun, faktanya terhadap pilihan tersebut, sering sekali 

terjadi perselisihan atau sengketa yang baru di antara kreditor, selaku penerima Hak 

Tanggungan dengan debitor, selaku pemberi jaminan Hak Tanggungan di luar 

sengketa, karena terjadinya wanprestasi. 

Dengan demikian, menurut peneliti mekanisme eksekusi berdasarkan Pasal 6 

UUHT, telah mengabaikan aspek keadilan bagi debitor, selaku pemberi jaminan 

Hak Tanggungan. Dalam praktik, akan ditemui fenomena “inflasi kredit”, karena 

nilai pasar yang diterbitkan appraiser (KJPP) Kantor Jasa Penilai Publik, jauh di 

bawah utang atau utang pokok, yang dikucurkan kreditor untuk pertama kali 

menandatangani akad kredit bagi debitor (KPJK) Kreditor Pemegang Jaminan 

Kebendaan, merasa wajib untuk mengembalikan seluruh piutangnya, ketika debitor 

                                                             
14 Akta Perdamaian Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Kln, Tanggal 21 Maret 2017. 
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yang wanprestasi, meletakan nilai limit jauh di atas harga pasar atas obyek jaminan. 

Efek domino yang kemudian terjadi adalah (KPKNL) Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang, dibebani oleh tumpukan dokumen permohonan lelang, yang 

benar-benar ingin mencairkan agunan yang dipegang.15 Dalam keadaan demikian, 

terlihat kreditor hanya mengejar aspek-aspek kepastian dan kemanfaatan hukum 

untuk kepentingan pribadinya, tetapi, mengabaikan aspek keadilan bagi debitor atau 

pemberi jaminan Hak Tanggungan. Bahwa pada akhir tujuan penegakan hukum itu, 

tidak terwujud secara bulat, meskipun, tidak dapat diabaikan atas peristiwa lalainya 

debitor dalam membayar hutang kepada kreditor adalah merupakan peristiwa yang 

melanggar hukum, namun, aspek keadilan harus tetap diutamakan dan tetap 

menjadi unsur terpenting dalam penegakan  hukum. Dengan terjadinya 

ketidakadilan, yang dirasakan oleh debitor atau pemberi jaminan Hak Tanggungan, 

maka sering kali terjadi sengketa lanjutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi 

jaminan Hak Tangungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

42) Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkitan 

Dengan Tanah, maka debitor melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, 

karena haknya dirugikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 

1365 yang menyebutkan: bahwa, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian itu karena kesalahannya, untuk memberi ganti rugi, sebaliknya, itu 

                                                             
15Hery Shietra, Praktik Hukum Jaminan Kebendaaan, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016), Hal. 

67-68. 
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bukanlah menguntungkan kreditor tetapi sebaliknya, sangat berpotensi 

menimbulkan kerugian lebih lanjut. 

Pengabaian aspek keadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan, sama dengan mengabaikan asas-asas hukum jaminan pada umumnya, 

asas publicitet, asas specialitet, asas tak dapat dibagi-bagi, asas inbezittstelling dan 

asas horizontal dan asas-asas yang berlaku khusus pada Hak Tanggungan itu 

sendiri.16 Sangat beralasan bahwa Pasal 6 UUHT yang mengatur eksekusi 

khususnya parate eksekusi, masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, 

agar tidak ada kerancuan pengaturan terhadap lembaga parate eksekusi dalam 

pelaksanaannya. 

Untuk lebih khusus lagi bahwa di Indonesia, salah satu hukum yang 

merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah kearifan lokal, yang 

merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad.17 Kearifan lokal 

yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta 

sifatnya satu yaitu ke Indonesiaannya.18 Oleh karena itu kearifan lokal bangsa 

Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbedabeda, tetapi tetap 

satu. Kearifan lokal selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan 

masyarakat dan erat hubungannya dan selalu mampu memberikan solusi hukum 

yang adil bagi penggunanya.19  

                                                             
16H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Rajawali Pers, Jakarta: 2007), Hal. 

9-10. 
17Anto Sumarman, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang, (Yogyakarta: Adi Cita Karya 

Nusa, 2003), Hal. 1. 
18Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 

Hal. 1. 
19Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat ini 
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Dengan demikian kearifan lokal merupakan keaslian dalam hukum 

bermasyarakat, yang kebenarannya dan keadilanya telah mendapat pengakuan 

umum dalam sistem masyarakat yang di aturnya. Kearifan lokal sekaligus 

merupakan perintah keadilan bermartabat yang bercirikan sistem hukum 

berdasarkan pancasila.20 

Secara mendalam peneliti bermaksud mencari solusi yang tepat guna, 

utamanya dalam menjawab soal keadilan dalam mekanisme eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan. Kompleksnya masalah mekanisme eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan ini dapat menghambat proses keadilan, sehingga pembaruan Pasal 6 

UUHT sangat diperlukan. Bahwa hak jaminan yang dikenal dalam UUPA adalah 

Hak Tanggungan, maka konversi hak hipotek tentunya menjadi Hak Tanggungan 

pula.21  Hal ini menunjukkan, bahwa lembaga jaminan atas tanah juga mengalami 

unifikasi.22 Anggapan bahwa hipotek sebagai lembaga yang berasal dari hukum 

tanah barat dan credietverband sebagai lembaga yang bergerak dalam suasana 

hukum adat masih tetap ada dan berlaku, maka berarti membiarkan tetap 

berlangsungnya dualisme atas mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan, 

keadaan ini akan bertentangan dengan tujuan utama keadilan itu sendiri. 

Keberadaan lembaga hipotek dan creditverband yang merupakan produk zaman 

kolonial Belanda dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang 

                                                             
harus laporan akhir 4 dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan 

kemakmuran rakyat. 
20 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusamedia, 2017), Hal. 17. 
21 M.Jafar, Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Obyek Hak Tanggungan. Jurnal Hukum 

Toposantaro. Vo.2 Nomor 5. Fakultas Hukum-Universitas Tadulako, 2011, Hal. 42. 
22 Dalam Ilmu hukum Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan 

suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai 

hukum nasional di negara tersebut. 
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terjadi dalam bidang perbankan khususnya dalam bidang perkreditan dan jaminan 

kredit khususnya keadilan dalam eksekusi jaminan Hak Tanggungan.  

Latar belakang masalah penelitian menjadi bagian pertama dan sangat 

penting dalam penelitian ini. Latar belakang masalah ini menjelaskan secara 

lengkap topik (subject area) penelitian, masalah penelitian yang dipilih dan 

mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Sebelumnya perlu 

dipahami bahwa Pengaturan mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan di 

Indonesia telah diatur dalam Pasal 20 UUHT, yang menjelaskan bahwa terdapat 3 

cara eksekusi Hak Tanggungan, yakni:  

a. Parate Eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT yang 

menyebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama, berhak menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, melalui pelelangan umum 

dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Namun hak 

menjual atas kekuasaan sendiri tersebut hanya berlaku apabila terdapat lebih 

dari satu pemegang Hak Tanggungan dan hak ini hanya diberikan kepada 

pemegang Hak Tanggungan yang pertama. Hak menjual atas kekuasaan 

sendiri tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak 

Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan, yang isinya menyebutkan 

bahwa apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan 

berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum 

tanpa melalui persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan. Hasil 

penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan utang debitor. 
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b. Titel Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT yang 

menjelaskan bahwa obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan 

umum menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Hal itu dilakukan sehubungan 

dengan Sertifikat Hak Tanggungan, yang memuat irah-irah dengan kata-

kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”, yang bermakna bahwa Sertifikat Hak Tanggungan, yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, 

yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

c. Penjualan sukarela di bawah tangan, sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) UUHT. Penjualan sukarela dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara pemberi dan penerima (pemegang) Hak Tanggungan 

sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan harga penjualan tertinggi, yang 

dilakukan setelah lewat satu bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan atau penerima Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar, yang 

beredar di daerah yang bersangkutan, dan atau media massa setempat serta 

tidak terdapat pihak yang keberatan. 

UUHT  Nomor 4 Tahun 1996, khususya Pasal 6 mengenai pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan diharapkan mampu memberikan keadilan bermartabat 

serta tidak merugikan debitor maupun kreditor. Namun Pasal 6 terindikasi 

memberikan kekuasaan istimewa terhadap kreditor untuk menjual obyek Hak 
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Tanggungan apabila debitor ciderai janji tanpa memerlukan persetujuan lagi dari 

pemberi Hak Tanggungan, pada hal tujuan hukum adalah keadilan bermartabat  

bagi kedua belah pihak, baik debitor maupun kreditor.  

1. 2. Rumusan Masalah 

Pada akhirnya kelahiran sebuah undang-undang jangan diartikan sebagai 

suatu perangkat, yang dibuat lalu menjadi sempurna, bagaimanapun Undang-

Undang itu bukan merupakan produk final.23 Dengan demikian, dirasa menarik 

untuk meneliti lebih jauh lagi sesuai judul disertasi di atas. Berdasarkan uraian dan 

latar belakang yang disebutkan di atas maka perlu dibatasi masalah-masalah yang  

akan dibahas, antara lain: 

1. Bagaimana pengaturan mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi pengaturan mekanisme eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan di Indonesia? 

3. Bagaimana sebaiknya pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan yang mencerminkan keadilan? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme eksekusi 

jaminan Hak Tanggungan di Indonesia; 

                                                             
23Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, (Aswaja 

PressinJo, Yogyakarta: 2013), Hal. 209. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan mekanisme 

eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Indonesia; 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pelaksanaan eksekusi 

jaminan Hak Tanggungan yang mencerminkan keadilan. 

1. 4. Manfaat Penelitian 

1. 4. 1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran akademik bagi 

pengembangan hukum, dan menambah referensi ilmu pengetahuan bagi hukum 

perdata, khusunya, pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan. 

1. 4. 2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai inspirasi masukan, informasi, dan 

pengetahuan hukum bagi dunia perbankan, akademisi, praktisi hukum, penegak 

hukum, para peneliti, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

1. 5. Keaslian Penelitian 

Penekanan pada keaslian penelitian adalah untuk menghindari terjadinya 

pengulangan kajian yang diteliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran data 

sekunder yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat disertasi dengan 

2judul dan pembahasan yang sama seperti disertasi yang disusun oleh peneliti, 

untuk memperoleh gelar Doktor Hukum di suatu perguruan tinggi. 

Dengan demikian, keaslian disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan, karena 

telah sesuai dengan aturan-aturan keilmuan, yang dijunjung tinggi dengan 

kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. 
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Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat 3 (tiga) penelitian dalam bentuk 

disertasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang mempunyai 

kemiripan dengan topik disertasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Disertasi yang diteliti oleh Siti Anisah dengan judul “Perlindungan Kepentingan 

Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”, Tahun 2008. 

Rumusan Masalah sebagai berikut:24 

1. Bagaimana perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan 

debitor dalam hukum kepailtan di Indonesia? 

2. Bagaimana sikap pengadilan dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, 

debitor, dan stakeholder? 

3. Adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan 

hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor? 

4. Bagaimana seharusnya undang-undang kepailitan Indonesia di masa depan 

untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor? 

Disetasi ini mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan 

kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yang menggantikan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 semakin bertambah tegas. Bahwa kajian 

yang dilakukan sangat penting terhadap perkembangan perlindungan bagi 

kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia. Sikap Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat menjadi penting untuk memberi perhatian yang serius 

terhadap perlindungan bagi kreditor, debitor dan stakeholder.  

                                                             
24 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di 

Indonesia, (Universitas Indonesia: 2008), Hal. 25.  
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Adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan 

hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor serta 

bagaimana seharusnya Undang-Undang Kepailitan Indonesia dimasa depan 

untuk melindungi kreditor dan debitor. Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang cenderung melindungi kepentingan kreditor karena jangka waktunya 

relatif singkat dan proses perdamaian ditentukan oleh kreditor dan terdapat 

peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan 

hukum tetap.25 

2. Disertasi yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan berjudul “Kebebasan 

Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam 

Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, Tahun 1993. Rumusan Masalah yang 

akan diteliti adalah:26 

1. Sejauh mana luas kebebasan asas berkontrak? 

2. Seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam menentukan isi suatu 

perjanjian? 

3. Bagaimana bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah? 

4. Apakah dana yang telah disetorkan oleh nasabah penyimpanan dana kepada 

bank dan selama dalam penyimpanan oleh bank masih memiliki nasabah 

penyimpanan dana atau telah beralih menjadi milik bank? 

                                                             
25 Kesimpulan, Undang-Undang Kepailitan Indonesia seharusnya mencantumkan mekanisme bagi 

perusahaan yang masih mampu melakukan kegiatan usahanya meskipun mengalami kesulitan 

keuangan, untuk tetap melaksanakan kegiatan usahanya, karena sebenarnya aset yang dimilikinya 

lebih besar dari pada utang-utangnya, serta melindungi kreditor dan debitor. 
26 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Universitas Indonesia: 1993), Hal. 8. 
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5. Apakah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan agar klausal-klausal 

dalam suatu perjanjian baku mengikat? 

6. Klausal-klausal penting apa saja, baik bagi kepentingan bank maupun 

nasabah debitor, yang seyogianya terdapat atau sebaliknya tidak boleh 

dimuat dalam perjanjian kredit bank? 

Disertasi ini mengungkapkan asas kebebasan berkontrak pada saat lahirnya 

diabad 17 dan 18 mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasan 

itu bekerja tanpa dapat dibatasi oleh rasa keadilan masyarakat, ataupun 

campurtangan negara. Asas kebebasan berkontrak yang tak terbatas dapat 

menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang 

tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian-

perjanjian berat sebelah, dan sering mengandung klausul-klausul yang tidak 

wajar dengan sangat memberatkan bagi salah satu pihak. Perjanjian-perjanjian 

kredit dari bank-bank umum di Jakarta mengandung klausul-klausul yang 

apabila diukur menurut tolak ukur yang berupa asas ketertiban umum, asas 

moral atau kesusilaan, asas kepatutan atau keadilan, asas itikad baik dan asas 

penyalagunaan keadaan (misbruik van omstanding heden) atau penyalahgunaan 

kekuasaan ekonomi, maka klausal-klausal tersebut memberatkan bagi nasabah 

debitor atau memberatkan bagi bank.27 

                                                             
27 Kesimpulan, Asas kebebasan berkontrak pada saat lahirnya di abad 17 dan 18 mempunyai daya 

kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasn itu bekerja tanpa dapat dibatasi oleh rasa keadilan 

masyarakat ataupun oleh campur tangan negara. 
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3. Disertasi yang diteliti oleh Burhan Sidabariba dengan judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Para Pihak Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan”  Tahun 2018. Rumusan Masalah sebagai berikut:28 

1. Apakah pelaksanaan dan hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan memenuhi 

hak kreditor, debitor, penjamin dan pembeli? hal tersebut akan diperdalam 

melalui beberapa pertanyaan yang diteliti sebagai berikut: 

a. Apakah lelang umum dapat menghasilkan harga objek lelang 

tertinggi? 

b. Apakah proses lelang umum dilaksanakan secara cepat, mudah, 

sederhana, terbuka, pasti dan adil? 

2. Apakah lelang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi para pihak (kreditor, debitor, penjamin dan pembeli lelang)? 

faktor-faktor apa yang berpengaruh untuk terpenuhinya perlindungan  

hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan Lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan? dalam penelitian ini diteliti dan ditemukan 

jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a. Apakah peraturan Perundang-Undangan memberikan pengaruh 

terhadap perlindungan hukum bagi para pihak? 

b. Apakah pihak-pihak yang berkepentingan berperan dalam proses  

lelang? 

                                                             
28 Burhan Sidabariba, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam pelaksanaan Lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan, (Universitas Gadjah Mada: 2018), Hal. 374. 
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Disertasi ini mengungkapkan bahwa Pengaturan hak-hak para pihak dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 42) Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, belum sepenuhnya memberikan 

perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu kreditor, debitor, penjamin, 

pembeli beriktikad baik.  

Selanjutnya pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan dasar 

Sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan melalui parate eksekusi maupun 

melalui fiat eksekusi telah memberikan kepastian hukum karena dapat 

dilaksanakannya lelang eksekusi Hak Tanggungan, akan tetapi sering tertunda 

karena adanya gugatan perlawanan (verzet) sehingga perlindungan hukum bagi 

para pihak terganggu, diantaranya kreditor tidak mendapatkan pelunasan 

piutangnya, debitor belum bisa melunasi hutangnya kepada kreditor, penjamin 

masih ikut bertanggung jawab untuk pelunasan hutang debitor, sepanjang objek 

Hak Tanggungan belum laku terjual. 29 

1. 6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam disertasi ini merupakan gambaran secara singkat tentang 

materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

                                                             
29 Kesimpulan, Pengaturan hak-hak para pihak dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)  Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, belum sepenuhnya memberikan 

perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu kreditor, debitor, penjamin, pembeli beriktikad baik. 
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Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari 

penelitian ini. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai: Teori Keadilan, Teori Kepastian 

Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum, Teori Tentang Perjanjian, Teori Tentang 

Jaminan, Dan Teori Tentang Hak Tanggungan. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, sumber data, bahan-

bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan teknik analisis data. 

Bab IV  : Hasil Penelitian Dan Analisis 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan análisis terhadap rumusan 

masalah yang diteliti, yaitu mengenai: pengaturan mekanisme eksekusi jaminan 

Hak Tanggungan di Indonesia, implementasi pengaturan mekanisme eksekusi 

jaminan Hak Tanggungan di Indonesia, dan pengaturan pelaksanaan eksekusi 

jaminan Hak Tanggungan yang mencerminkan keadilan. 

Bab V  : Penutup 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. 
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